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PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr, wh.

Pap svukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karcna atas karunia-Nya Prosiding Seminar
Nastonal Peluang dan Tantangan Menghadapr Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspeknf Hukum
dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “Peluang dan
Tantangan Menghadapr Masyarakat Lkonomi ASEAN Perspeknf Hukum dan Perlindungan
Sumber Daya Laut"dilaksanakan pada tanggal 25 Apnl 2015 di Kampus Terpadu Universitas
Mubhammadivah Yogyakarta, vang terselanggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister llmu Hukum UMY dan Jumal Media Hukum.
Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif
Hukum dan Perhndungan Sumber Daya Laut menjads sumbangan pemikiran, media tukar
menukar informast dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi
Masvarakat Fkonomr ASEAN vang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek
hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dan berbagai
perpuruan g di Indonesia, dan schagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jumal
media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sckunder dalam
pengembangan penchnan di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan
kebiakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber dava laut ds
Indonesia dalam menghadapr MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wh.
Yogyakarta, 25 Apnl 2015

Deckan
Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
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STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Yeni Widowaty
Magister limu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

yenni_widowatie@yahoo.com

A. PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang

Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan memasuki cra Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA). Dimana MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara Asia Tenggata dalam berbaga
bidang terutama di bidang ckonomi. Para pemimpin negara-negara ASEAN rtelah sepakat
dibentuknya kerjasama organisasi yang lebih solid dan maju. Pada akhir tahun 2015 ASEAN
vang sckarang ini akan berintegrasi memasuki cra baru yaitu era ASEAN Community 2015 yang
lebih solid dan maju yang bercita-cita mensejahterakan rakyat dan menjaga stabilitas keamanan di
kawasan Asia Tenggara.

ASEAN Community 2015 terbagi dalam tiga pilar utama yaitu : 1. ASEAN Political-Security
Compntty (Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN). Tujuan dibentuknya komunitas i
adalah bertujuan untuk mendorong dan mempercepat terbentuknya kerjasama dalam bidang
polittk dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan menciptakan kedamaian dan stabilitas
keamanan di kawasan negara ASEAN. 2. ASEAN Feomomic Comnmunity (Komunitas Ekonomi
ASEAN). Tujuan dibentuknya komunitas ini adalah ndak lain untuk meningkatkan stabilitas
perekonomian di kawasan ASEAN. Membentuk kawasan ckonomi antar negara ASEAN yang
kuat. 3. ASEAN Socio-Culture Community (Komunitas Sosial Budaya ASEAN). Sedangkan tujuan
dibentuknya komunitas ini adalah untuk memajukan dan menscjahterakan antar negara ASEAN
dalam bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, keschatan, dan masalah seputar
sosial budaya. Dengan terbentuknya ketiga pilar tersebut, diharapkan ASEAN Community 2015
akan benar-benar bisa terwujud. (Ratna Mulia, 2013,Desember) Dalam kaitan  Masyarakat
Ekonomi ASEAN 2015, semua negara anggota ASEEAN berkomitmen untuk mencrapkan MEA
2015 pada tanggal 31 Desember 2015.

Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi Pasar Bebas ASEAN. Sebab esensi dan
Pasar bebas di kawasan int adalah terbukanya ckonomi agar setiap negara mampu bersaing satu

sama lain. AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai
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asi, tenaga kerja terampil dan Perpindahyy, 'm

dengan bebasnya aliran barang, jasa, invest
ASEAN dibentuk dalam rap, o
“m.,i

modal secara lebih bebas. Dengan demikian, pasar bebas

hteraan mas
menciptakan daya saing negara dengan harapan terciptanya keseja Syarakar ASEign,

t
Sayangnya perhatian pemerintah terhadap persaingan schat belum begitu besar padahy) Prasay,,

untuk bersaing di nngkat kawasan, persaingan secari schat di dalam negen harus terbenry, duly

Disisi lain MIEA akan membawa dampak negauf berupa  tmbulnya k"'hlun
kriminalitas dan kejahatan yang bersify, o,

transnasional. MEA akan menciptakan kerawanan,
batas negara, mengingar mobilitas penduduk, barang, jasa dan investasi antar negara dalam j;- A

akan semakin meningkat. Dengan demikian juga akan muncul berbagai modus operandi bar, i

modern dan kejahatan transnasional.

Ada beberapa jenis kejahatan UNTOC yang telah diratifikasi Indonesia dengan (1 \,

5/2009 menyebutkan sejumiah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negy,
terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang
dilindungi, kejahatan tethadap benda seni budaya (aultural property), perdagangan Manusi,
penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Konvensi juy,
mengakur keterkaitan yang erat antara kejahatan lintas negara terorganisir dcngm‘ kejahatag
terorisme, meskipun karakeristiknya sangat berbeda. Meskipun kejahatan perdagangan pelap
narkoba tidak dirujuk dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategon kejahatan lintas ncgan
terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkoba
sebelum disepakatinga UNTOC yairu Single Comvention on Narvotic Drugsi, Convention on Psychotrags
Substances 1971 melalur UU No.8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Coneention on Psychatrpe:
Substances 1971, Convention against the it Traffic in Narvotic Drugs and Psychotropic Substances 1988,
Prediksi meningkatnya kejahatan transnasional ketika diberlakukan MEA 2015 harus
segera dianusipasi oleh Indonesia. POLRI scbagai pihak yang bertanggungjawab bidang
keamanan harus mempunyai strategi tertentu dalam menangani kejahatan transnasional sebaga

dampak negatif dari penerapan MEA.

2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam
penulisan ini adalah:
. Apakah dampak negataf MEA 2015 terhadap timbulnya kejahatan transnasional®

2. Bagaimanakah strategi Poln dalam menanggulangi  kejahatan  transnasional dalam
menghadapi MEA 2015 2
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PEMBAHASAN
Menyongsong MEA 2015

L
Menurut Fahmi Raddy, salah satu spirit didirikannya Komunitas ASEAN adalah untuk

menyatukan seluruh warga Asia Tenggara dalam suatu wadah komunitas besar dimana interaksi
masvarakat udak lag terbatas pada state boundaries (batas negara), Semangat integrasi ini juga
dilandasy prinsip people 1o people intevaction dan bukan lagi stafe fo state interaction. “AFTA dan
Komunitas ASEZAN 2015 ini ujungnya adalah terbentuknya pasar bebas. Artinya, keluar masuk
parang di ASEAN bisa terjadi secara sporadis. Pasar tidak lagi pasar nasional, tapi pasar Asia
lenggara, karena itu jangan sampai Indonesia ini jadi negara tukang konsumsi,”. (Jurnal
Kompetisy, edisi 42 tahun 2013)

Latar belakang dilakukannya kerjasama negara-negata ASEAN diawali karena terjadi knsis
keuangan dan ckonomi pada tahun 1997-1998 di Asia Tenggara schingga memicu kesadaran
negara-negara ASEAN  mengenai pentingnya  peningkatan dan  penguatan  ketjasama intra
kawasan. ST AN Feonomic Community (A15C) merupakan konsep yang mulai digunakan dalam
Bali Concord 11 bulan Oktober 2003 dan kemudian ASEAN mengadopsi Bali Concord 11 pada
KTT ke 9 ASEAN di Bali yang menyetujul pembentukan komunitas ASEAN. Pembentukan
komunitas ASEAN merupakan bagian dari ASEAN untuk lebih mempererat ASEAN. KTT ke-9
ASEAN di Bali tahun 2003 tersebut juga menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang
salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk
menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa,
investast, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas.

Pada tahun 2003, pata pemimpin ASEAN scpakat bahwa masyarakat ASEAN harus
terbentuk  pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin mencgaskan komitmen kuat
mereka untuk mewujudkan masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi
tahun 2015, KT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati ” Declaration on the
Acceleration of the Vistablishment of an ASEAN Community by 2015”. Dalam kontcks tersebut, pata
Menten Fkonomi ASEAN telah menginstruksikan Sckretariat ASEAN untuk menyusun “Cetak
Biru ASEAN Economic Community (AEC)”. Cetak Biru AEC/MEA tersebut berisi rencana
ketja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju
terbentuknya integrasi ckonomi ASEAN, yaitu: 1) .Menuju single market dan production base (arus
perdagangan bebas untuk scktor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal). 2). Menuju
penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tingg! (regional competition policy, aclion
Plan, anfrastructure development, 1CT, energy cooperation, laxalion, dan pengembangan UKM); dan 3).

Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ckonomi yang merata (region of equitabie cconomtis
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dilakukan di satu Negara tetapt melibatkan suatu kelompok penjahat terorpanisasi yang
rerhibat dalam kegtatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
() dilakukan di sau Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain. (Shinta Agustina,

2006:6)

Nonvenst mi telah dimtvikast dengan Undang undang Nomor 5 tahun 2009 tentang
Pengesahan United Nanons Convention Agamnst ‘Transnational Organized Cnme (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Ter panisast)

Menurut Jeremy Douglas kepala perwakilan United Nations Office On Drugs and Cnme
(UNODC) regronal Asia Tenggara dan Pasifik kejahatan transnasional yang, teroganisir di Asia
Tenggara saja secara konservatf diperkirakan mendekati 100 miliar dollar Amerika per tahun, int
mengancam kebermanfaatan ckonomi dan sosial.  Hasil kejahatan terorganisir di beberapa
wilavah lan i Asm juga signifikan  dan  berkembang, dan mendestabilisasi  wilayah
tersebut. (UNODC)

PBB mengidentifikasikan 18 bentuk kejahatan transnasional yakni: pencucian uang (Money
Lawndermg) , terorisme, pencurian seni dan objek budaya (teff of art and cultural object), pencurian
kekavaan intelckrual (st of intellectual property), perdagangan senjata gelap (it traffict in arms),
pembajakan pesawat terbang (anmaft hipacking), pembajakan di laut (sea piragy), penipuan asuranst
(tmawramce frand), kejahatan komputer (computer cime) kejahatan lingkungan (emeronmental crime),
perdagangan manusia (frfficking im person), perdagangan anggota tubuh manusia (frade in human body
parf), perdagangan obat bus (it drg trafficking), kebangkrutan bank (Fruwdulent Bankrupiey),
bisnis illegal (infiltration of illcgal bussines), korupsi dan penyogokan pejabat pemerintah (cwmupiron
and bribey of public officialy), dan kejahatan vang dilakukan oleh kelompok terorganisic lanaya (and
others offences committed by organized criminal group). ( Institute of Defence and Strategic Studies
Singapore, 2002: 14)

Integrasi negara-negara ASEAN dalam MEA tidak hanya akan memberikan kesempatan
bagi anggotanva untuk rumbuh dan berkembang bersama tetapi kemajuan tentunya juga akan
memicu lahirnya persoalan-persoalan yang akan menggangu kecepatan tumbuh dan setiap
anggota. Kebebasan vang diberikan kepada masing-masing negara dalam konsep penyatuan
ckonomi ASEAN dikhawatirkan juga akan memicu tumbuh suburnya kejahatan yang terintergasi
dan transmational.

Dengan demikian maka dengan dibukanya AEC maka seluruh konsentrasi akan dintik
beratkan pada kerjasama ckononi dan peningkatan kualitas atau mutu dan tiap-tiap komaodit
utama negara anggota. Indah dan manisnya setiap komoditas yang akan ditransaksikan dalam

AEC juga akan mengantarkan setiap pelaku kejahatan. Mudahnya orang masuk ke dalam kawasan
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dan satu titik akan membuka kesempatan bagi pelaku kejahatan lintas negara mengaje a,
mengendalikan kejahatanya di ASEAN. Tentunya hal 1 menjadi penting karena kejahata,, M
negara semakin meningkat. Contoh yang harus disoroti adalah bagaimana suatu kawasa, yagy
mudah untuk diakses, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pencucian wang
(Sakn, Republika, 2013).

Schubungan dengan itu, menarik untuk menyimak dan mencurahkan perhatan i
peryataan Ban Ki-Moon dalam pertemuan tingkat tinggt (bugh level) yang diselenggarakan Majeh,
Umum PBB tanggal 17 Juni 2010 menyatakan bahwa: “Kejahatan Lintas Negara (Iransnag, ol
Organized Crime) semakin meningkat namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasny,
masih terbatas. Karena hal tersebut negara-negara diharapkan terus memngkatkan kenjac,
internasional secara kolektif sebagai bentuk penanggulangan meingkatnya ancaman kejaha,
lintas negara terscbut. Kekhawatiran Ban Ki Moon tentu tidak berlebthan mengingar keceparzy
dan kemudahan transaksi antar pihak sebagai konsekuensi dan perkembangan IPITEK. O,
karena itu, scuap klausul sebagaimana yang diatur dalam ASEAN Political-Security Communay
Bluepnnt/APSC Bluepnnt (Cetak biru Poltik-Keamanan Masyarakat ASEAN) mendesak unruk
dumplementasikan pada semua level dalam setiap negara. (Mursalim Nohong)

Dan beberapa jenis kejahatan transnasional yang memungkinkan tumbuh semng dengan
berlakunya MEA 2015 ini diantaranya; pencucian uang, pencunan seni dan objek buday,
perdagangan senjata gelap, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan hogkungan
(eneeronmental crime), perdagangan manusia (trafficking in person). perdagangan anggota tubuh
manusia_(frade in human body parf), perdagangan obat bius (illicit drug trafficking), bisnis illegal
Beberapa jenis kejahatan tersebut bisa terjadi karena memanfaatkan situasi pasar bebas ASEAN
vang akan dimulai akhir 2015.

3. Strategi Polri Menanggulangi Kejahatan Transnasional Dalam Menghadapi MEA
2015 dimasa depan

Scbagaimana dikemukakan di atas bahwa dibentuknya MEA bertujuan untuk mendorong
dan mempercepat terbentuknya kerjasama dalam bidang politik dan keamanan di kawasan Asa
Tenggara. Sclain itu juga untuk menyejahterakan warga negara-dan negara-negara anggota
ASEAN. Indonesia sebagai salah satu anggota tentunya harus tkut mempersiapkan segalanyz.
karena yang terpenting adalah bagaimana negara kita sendiri bisa siap bersaing dengan negas
ASLEEAN lainnya.

Apabila nanti perdagangan bebas di negara-negara ASEAN sudah berlangsung maka 2kat
ditkut perkembangan kejahatan yang menyangkut lintas batas negara. Ada beberapa
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kejahatan yang bisa menyertai memanfaatkan kebebasan keluar masuknya barang ni. Oleh karena
itu aparat penegak hukum idealnya mempunyai strategi tertentu terhadap munculnya kejahatan
transnasional sebagai dampak dani berlakunya MEA. Dengan semakin luas dan canggthova
jaringan kejahatan yang dibentuk tentunya berdampak pula pada semakin sukarnya melakukan
upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini Dengan demikian  dalam upava mencegah
dan memberantas kejahatan transnasional terorganisasi, kerja sama di antara negara-negara, bak
yang sifatnya bilateral maupun multilateral merupakan hal yang sangat penting untuk segera
direalisasikan. (Melita Kristin diunduh 5 Aprl 2015 jam 20.13) )

Kejahatan yang melibatkan lebih dan satu negara tidak bisa hanva diselesatkan oleh satu
negara saja. Strategi penanggulangan trans masional crime yatu dengan melakukan kerasama
internasional seperti dengan  INTERPOL, dengan Kepolisian dan Negara lam, shanng wto,
pemutusan jaringan, kerjasama anti Mining Logging, bantuan teknologt maupun peralatan
Melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan Crmwal Justre Syitem
(C]8) dengan melakukan koordinasi, bersinergi dan saling berbagi mformast tentang trans
nasional crime. Selain itu peran pemerintah sebagai pemegang kebyakan yvang berhubungan
dengan fransnasional crime mutlak diperlukan, serta perlunya peran masyarakat dengan melkukan
kerjasama baik dengan LSM, perusahaan dengan melakukan sosialisasi, cepat menanggaps,
melaporkan apabila di masyarakat ada indikasi terjadh trans nasional crime. Diharapkan dengan
kerjasama tersebut, trans nasional crime akan berkurang. (Center of Sespim Poln Studies (COPS)
diunduh 12 April 2015 jam 19.15)

Strategi penanggulangan kejahatan transnasional dapat dilakukan dengan berbagas alternant |
selain kerjasama dengan negara lain sebagaimana ditentukan di atas. Penanggulangan kepahatan
bisa dilakukan secara preventiv maupun represif. Dapat dijclaskan bahwa penanggubingan
kejahatan transnasional adalah perfama, merupakan gejala global yang tidak dapat disclesakan
oleh satu Negara saja, mehinkan harus melalu kenasama nternasional; &edwva, kepahatan wn
tumbuh dan berkembang seirama dengan kemajuan teknologt wformast dan transportass
internasional; efigs, kejahatan terscbut disebabkan oleh kondisi sosial. pohuk, chonom,
pertahanan, keamanan, dan teknologi yang berkembang pesat di betbagar Negara juga kebuakan
dalam dan luar negeri suatu Negara yang menjadi sasaran dart kepahatan ini £eempad, kepahatan
lintas Negara tidak memandang ideologi, suku bangsa ataupun agama dari para pelaku kejahatan
ini; kelima, dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan Negara, bak sebagar sponsor
maupun pelakunya; keemam, tidak selalu didasani oleh motif polink semata, tetapt juga mont mout
ckonomi atau bahkan tak ada motif vang jelas. Kejahatan Transnasional vang semakin banvak

dan melibatkan banyak Negara schingga butuh suatu ketjasama ANTAT NEEATL, SEPCTT Onzanisast
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reggonal ASEAN untuk bersama-sama memikirkan cara untuk m""’n}’mhnmny.. ( M

Adha Posted on Juny 28, 2013 dunduh 12 Apnil 2015 jam 10.43) 'y
Pada dasarnya seuap negara mempunyai  kedaulatan negara yang memibky oy

sistern hukum dan batas negara atau jurisdiks, setap negara memiliki kesamaan kepent, )

Myan thy,

berbagai negara untuk memberantas berbaga bentuk kejahatan internasional day, "'“‘"m.,,,,
Unruk stu, dilakukan kepasama Kepolisian Internasional guna mengantsipasi hy) hal el
Kerja sama antar kepolisian di dunia pada dasarnya dilandast oleh adanya AMNCatmay, i
perkembangan kejaharan, perkembangan kawasan dan keterbatasan jangkauan Penegak by,

Selam Poln, aparat penegak hukum lain juga dapat menganusipast adanya My,

A g,
uk

menanggulang kejahatan. Kepaksaan Agung melalui Pusat Pemulthan Aset PPA; Mielaky)
: i)

perternuan dengan  Malaysian Investment Development Authonity (MIDA), pertemiy, |

menjelang  berlakunya  MEA 2015, Pertemuan  itu guna mengantisipas Mune,,
kejahatan traninational sebagai dampak negatif berlakunya pasar bebas MEA 2015, '
Sebelumnya PPA, juga masuk jaringan internasional. Scperti, Canmden Asiet Recovery fngy, |
Agency Network (Canm), Asiet Recovery Interagency Network. for Asia and the Pacfic (Arin Ap), g4 ¢
Racuperacion de Actrras del GAVISUD (RRAG), Asset Recovery Interagency Network for §oup Africs
(Arinia), Orgamsation for Fconomic Co-operation and Development (OF:CD) dan Asia and Pacfic Corip
Money |anndering (APCs) serta SIAR Inittative and Interpol ocal Point on Asset Recovery.
Kerja sama mformal dengan berbagai jaringan internasional terbukti sangat efeknf dabas,
hal rukar-menukar informasi, strategi dalam penclusuran/pelacakan aset hasil kejahatan 2z
terkart kejahatan yang berada di seluruh pelosok dunia.
Sebagar penutup penulis kutip dan ayat suci Alqur'an bahwa kejahatan transnasional s ndik

mungkin terjadi kalau pelaku kejahatan tidak kerjasama. jelas sckali disebutkan

“Adapun orang orang yang ingkar, sebagian mercka melindungi sebagian yang lan. Jika kam
forang-orang baik) tidak melaksanakan apa yang telah dipenintahkan Allah itu [untuk bersinerz]

miscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS. Al Anfal (%) 7%

“Orang orang bermuka dua baik laki-laki maupun perempuan, sama saja satu dengan yang b
mereka menyuruh berbuat kejahatan dan mencegah kebatkan dan mercka menggenggamke
tangannya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka, sesungguhf’!

omang orang munafik itulah orang orang yang banyak berbuat kerusakan” (QS. At Taubah ()
(I7,

~142 ~



PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

C. KESIMPULAN

Rerdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan

1. Dengan dibukanya MEA 2015 maka kerjasama ckonomi akan semakm mudah Pasar bebas
\SEAN memudabkan tenadinya transakst bisnis terutama negara anggota. Indab dan
mantsiva setap komoditas vang akan ditransaksikan dalam MEA jugza akan menganiarkan
setiap pelaku Kepahatan. Mudahova orang masuk ke dalam kawasan dan satu unk akan
membuka kesempatan bagt pelaku kejahatan hintas negara mengakses atau mengendalikan
ketahatanva b ASEAN. Tentunva hal i1 menjadi penting karena kejahatan lintas nepara
semakin meningkat. Dan beberapa jenis kejahatan transnasional vang memungkmkan
tumbuh seinng dengan berlakunya MEA 2015 i dantaranya; pencucian uang, pencunan
semt dan objck budava, perdagangan senjata gelap, keahatan komputer, keyahatan
hogkungan (exssrommental ome), perdagangan manusia (trafticking wm person). perdagangan
anggota tubuh manusia, perdagangan obat bus, bisnis legal

> Straten penanggulangan kejahatan transnasional vang dilakukan Poln dapat dilakukan
dengan melakukan kerasama internasional sepertn dengan INTERPOL, dengan Kepobsan
dan Negara lain, shanng info, pemutusan janngan, kenasama ant Mining Loggnng, bantuan
teknologt maupun peralatan. Selan u dapat melakukan kenasama dengan mstans terkan
vang berhubungan dengan sistem peradilan pidana dengan melakukan  koordinas,
bersinerg dan saling berbag nformass tentang kejahatan transnasional. Peran pemernintah
sebagar pemegang kebiyakan yvang berhubungan dengan kepahatan transnasional muthk
diperlukan, serta perdunya peran masyarakat - dengan mclakukan kenasama bak dengan

1.5M, perusahaan dengan melakukan sostalisast
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